BAB 5
KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Penelitian ini menemukan bahwa adanya realokasi tujuan diberikannya DID selama
masa pandemi COVID-19 mengakibatkan penurunan efektivitas DID terhadap Kinerja
Daerah. Namun sekalipun pengaruh DID menurun ketika masa pandemi, pengaruh yang
dimiliki DID terhadap Kinerja Daerah masih positif. Artinya DID memang efektif untuk
mempengaruhi Kinerja Daerah baik saat sebelum maupun masa pandemi COVID-19.
Dengan adanya perubahan pemanfaatan DID dalam PMK no.87 tahun 2020, efektivitas DID
terhadap Kinerja Daerah mengalami penurunan. DID yang diberikan oleh pemerintah pusat
diperkenankan digunakan untuk penanggulangan COVID-19 sehingga menjadi tidak

terfokus kepada 4 tujuan awal yang tercantum dalam PMK no 170 tahun 2022.

Selain itu, penelitian ini menemukan pengaruh DID memiliki tingkat signifikansi yang
lebih rendah dibandingkan dengan regional endowment factor dengan melihat koefisien
variansi bahwa DID memiliki proporsi yang lebih kecil. Tingkat signifikansi yang lebih rendah
sangat dimungkinkan disebabkan oleh proporsi DID yang lebih kecil dibandingkan regional
endowment factor. Jika proporsi DID ditingkatkan, maka akan ada kemungkinan
meningkatnya efektivitas DID. Dilihat dari besarnya variansi DID dibandingkan dengan
regional endowment factors, variansi DID lebih kecil. Maka DID lebih cocok digunakan
sebagai kebijakan untuk memeratakan Kinerja Daerah di Indonesia dibandingkan dengan
transfer ke daerah yang terkait dengan regional endowment factors. Indonesia sebagai
negara dengan wilayah geografis yang luas dan beragam menerapkan desentralisasi fiskal
dan menggunakan instrumen transfer daerah sebagai cara untuk menyalurkan dana dari
pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Oates
(1972) mengenai desentralisasi fiskal, DID merupakan salah satu dana yang terdapat dalam

transfer daerah.

DID memilik pengaruh yang cukup efektif untuk mendorong Kinerja Daerah, namun
jika ingin dijadikan kebijakan utama terdapat kendala karena nilai DID yang tidak terlalu
besar. Selain itu pemberian DID yang tidak merata ini dipengaruhi oleh faktor bahwa DID
merupakan insentif yang diberikan kepada daerah yang memiliki kinerja baik. Pengaruh

yang diberikan DID terhadap Kinerja Daerah akan berpengaruh secara positif hanya ketika

35



disertai dengan regional endowment factors. Tanpa penyertaan regional endowment factors
yang memadai, pemberian DID untuk provinsi tidak memiliki pengaruh yang positif terhadap

Kinerja Daerah.

5.2 Saran

Merujuk kepada hasil penelitian yang menyatakan bahwa penyebab menurunnya
pengaruh DID untuk Kinerja Daerah disebabkan karena adanya realokasi penggunaan data
untuk kondisi pandemi. Pemerintah perlu lebih memperhatikan kegunaan dari setiap dana
yang diberikan agar tidak terjadi penurunan dampak dari dana yang diberikan. Fenomena
seperti realokasi pemanfaatan terjadi tidak hanya pada DID, bahkan dana transfer daerah
lainnya seperti DAU, DBH, dan Dana Desa pun diperkenankan untuk penanggulangan
COVID-19 saat masa pandemi. Saran yang dapat diberikan peneliti adalah pemerintah
mempertimbangkan pengadaan dana transfer daerah tambahan dengan tujuan khusus
untuk penanggulangan kemungkinan shock seperti pandemi agar tidak menurunkan
pengaruh terhadap tujuan utama pemberian dana lainnya. Saran yang dapat diberikan
kepada penulis selanjutnya mengenai topik terkait adalah dengan penggunaan data yang

lebih banyak dari 34 provinsi di Indonesia dalam kurun waktu 2018-2021.
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